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ABSTRAK  
Kelurahan Baru Ulu merupakan bagian dari wilayah Balikpapan Barat yang terletak di pesisir Kota Balikpapan dan 
berfungsi sebagai kawasan transportasi air.  Pelabuhan pada Kelurahan ini melayani lalu lintas barang dan orang setiap 
harinya dan juga di lengkapi kawasan perdagangan dan jasa yang menjadi salah satu ikon kota Balikpapan. Namun 
walaupun memiliki fungsi yang variatif namun kelurahan ini memiliki permasalahan besar yaitu permukiman kumuh. 
Permukiman kumuh dapat menyebabkan banyak permasalahan dimana dalam hal ini ialah dapat menganggu fungsi 
sarana transportasi penyebrangan barang dan orang yang bersinggungan langsung dengan kawasan permukiman kumuh 
ini. Sebagai usaha pengurangan kumuh pada permukiman tersebut maka perlu diketahui penyebab timbulnya kumuh 
dari berbagai aspek yang berpotensi berpengaruh. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
faktor penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Baru Ulu dengan menggunakan metode content 
analysis untuk menganalisis faktor penyebab kumuh di lokasi penelitian menurut para stakeholder.  Melalui penelitian ini 
maka diperoleh bahwa terdapat 13 variabel yang mempengaruhi kekumuhan di Kelurahan Baru Ulu berdasarkan 
pendapat stakeholder. Variabel yang berpengaruh terhadap permukiman kumuh menurut para stakeholder ialah air 
bersih, jalan, ruang terbuka, persampahan, sanitasi, tingkat kemisikinan, tingkat pendidikan, kepemilikan lahan, 
kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kelayakan bangunan proteksi kebakaran serta drainase. Sedangkan variabel 
yang tidak berpengaruh terhadap permukiman kumuh menurut narasumber ialah tingkat keamanan. 

Kata Kunci : Analisis Konten, Penyebab Kumuh, Permukiman Kumuh 

 

ABSTRACT  
Baru Ulu Village is part of the West Balikpapan area located on the coast of Balikpapan City and serves as a water 
transportation area. The port in this village serves the traffic of goods and people every day and is also equipped with a 
trade and service area that is one of the icons of Balikpapan city. But even though it has a varied function, this village has 
a big problem, namely slums. Slums can cause many problems where in this case it can interfere with the function of 
transportation facilities crossing goods and people who are in direct contact with this slum area. To reduce slums in 
these settlements, it is necessary to know the cause of the emergence of slums from various aspects that have the 
potential to have an effect. Therefore, this study aims to analyze the factors that cause slums in the slum area of 
Kelurahan Baru Ulu by using content analysis methods to analyze the factors that cause slums at the research site 
according to stakeholders. Through research, it was obtained that 13 variables affect the saturation in   Baru Ulu Village 
based on stakeholder opinions. Variables that affect slums according to stakeholders are clean water, roads, open 
spaces, waste, sanitation, level of welfare, level of education, land ownership, population density, building density, the 
feasibility of fire protection buildings, and drainage. While the variable that does not affect slums according to sources is 
the level of security. 
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1. PENDAHULUAN  

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah yang masih dihadapi oleh hampir seluruh kota-
kota di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 mendefinisikan permukiman kumuh sebagai  
permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang tidak teratur, bangunan dengan tingkat 
kepadatan yang tinggi, dan bangunan dengan kualitas yang buruk serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi sesuai standar. Permasalahan ini juga tidak lepas dari Indonesia dimana berdasarkan data 
identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015 terdapat 38.431 ha 
permukiman kumuh pada 4.108 kawasan di seluruh Indonesia yang menjadi target penataan dan perbaikan 
hingga tuntas (nol persen). Salah satu permukiman kumuh tersebut terletak di Kelurahan Baru Ulu, Kota 
Balikpapan. 

Kelurahan Baru Ulu merupakan keluarahan yang berbatasan langsung dengan teluk Balikpapan 
sehingga pada kelurahan ini terdapat banyak pelabuhan penyeberangan barang, orang, dan kendaraan 
yaitu pelabuhan Kampung Baru Balikpapan dan pelabuhan oleh perusahaan swasta (Peraturan Daerah 
Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012) yang masih digunakan hingga saat ini. Adanya pelabuhan ini 
menyebabkan permukiman cepat bertumbuh. Sebagai kawasan strategis dan jalur keluar masuk Kota 
Balikpapan yang dituntut memiliki lingkungan yang dapat mendukung fungsinya, namun Kelurahan Baru 
Ulu masih memiliki kawasan permukiman kumuh yang jika dibiarkan dapat menimbulkan ketidaknyamanan 
pengguna sarana trasnportasi penyebarangan yang akhirnya dapat menurukan produktifitas pelabuhan. 
Selain itu Kelurahan Baru Ulu merupakan salah satu kelurahan yang terletak dekat dengan pusat kota yaitu 
berjarak 2 Km (Balikpapan Barat Dalam Angka, 2019). Berdasarkan UU. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman kumuh yang bersinggungan langsung atau berdekatan 
dengan pusat kota yang merupakan pusat aktifitas menjadi salah satu prioritas pengetasan agar tidak 
menganggu aktifitas dan jantung perkotaan. Selain itu dikarenakan berada di atas kawasan pesisir 
permukiman kumuh juga dapat menimbulkan dampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat serta 
dapat menyebabkan berbagai masalah seperti degradasi lingkungan.  

Sebagai upaya antisipasi penyebaran permukiman kumuh ke kawasan sekitarnya maka dilakukan 
analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh dan sekitarnya yang ada 
Kelurahan Baru Ulu. Melalui analisis faktor prioritas maka dapat diketahui faktor apa yang paling berperan 
menyebabkan kekumuhan sehingga dapat diketahui penanggulangan apa yang harus dilakukan sesuai 
sumber permasalahannya. Sehingga hal ini lah yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian 
yang berjudul “Analisis Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Baru 
Ulu Kota Balikpapan”. 

 
2. DATA DAN METODE 

2.1. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan 2 data yaitu pengumpulan 

data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi dan 
literatur yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan pada kegiatan analisis. 
Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dinas Bappeda dan Litbang Kota Balikpapan, Dinas 
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Dinas PU Kota Balikpapan, PDAM Kota Balikpapan, BPS 
Kota Balikpapan , Kelurahan Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, dan Kepala RT 17,RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, RT 
22, RT 23, RT 28, RT 30, RT 31, RT 41, RT  48, dan RT 49 berupa dokumen profil serta segala dokumen yang  
relavan dan berkaitan dengan variable pada penelitian.  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara oleh narasumber yang telah dipilih 
dan ditentukan melalui metode analisis stakeholder. Adapun narasumber yang diperoleh dari analisis 
stakeholder adalah Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan 
Sub Bidang Penelitian Infrastruktur dan Perekonomian Perekonomian Perkotaan Bappeda Litbang Kota 
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Balikpapan sebagai stakeholder sekunder dan Kepala Bidang Permukiman Dinas PUPR Kota Balikpapan 
sebagai stakeholder kunci.  

 
2.2. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis konten. Melalui analisis ini 
diharapkan dapat menghasilkan suatu faktor-faktor penyebab kumuh yang dapat dikonfirmasi oleh setiap 
stakeholder terkait sehingga diketahui faktor apa saja penyebab kumuh kawasan permukimann kumuh di 
Kelurahan Baru Ulu. Adapun tahapan analisis pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Perumusan masalah penelitian dan pemilihan sumber data 
Tahapan ini dilakukan dengan melakukan perumusan masalah atau pemilihan pertanyaan 
penelitian yang akan menjadi tujuan dari analisis konten. Adapun pertanyaan penelitian yang 
menjadi tujuan analisis konten pada penelitian ini ialah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
kumuh pada kawasan permukiman kumuh Kelurahan Baru Ulu 

2. Pentuan unit analisis dan definisi operasional berdasarkan tinjauan literatur  
Setelah menentukan pertanyaan penelitian, maka selanjutnya yaitu menentukan unit analisis. 
Dalam hal ini unit analisis yang digunakan adalah variabel kualitas pelayanan berdasarkan hasil 
sintesa pustaka. Dimana setiap unit analisis diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu 
berdasarkan tinjauan literatur. 

3. Pengkodean hasil wawancara dan pengecekan data 
Dalam melakukan pengambilan keputusan variabel berpengaruh yaitu jika seluruh narasumber 
penelitian sepakat bahwa variabel yang ada berpengaruh (Febriana, 2016). Kemudian melakukan 
pengecekan data dengan cara membandingkan variabel yang telah dikonfirmasi berdasarkan 
hasil wawancara dengan literatur dan kondisi eksisting.  

4. Finalisasi kode kedalam sumber teks 
Finalisasi kode kedalam sumber teks dilakukan dengan pengelompokan kode-kode berdasarkan 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini mengelompokkan kode-kode yang 
menunjukkan suatu variabel berpengaruh/ tidak berpengaruh ke dalam suatu tabel. 

5. Interpretasi hasil analisis 
Setelah melakukan pengelompokan kode kemudian dilakukan interpretasi hasil analisis untuk 
mengidentifikasi temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. 

 

 
Gambar 1. Tahap Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis Konten 
Analisis konten ialah analisis yang berfungsi untuk mendeteksi, merekam dan menganalisis 

keberadaan kalimat dan konsep yang spesifik dalam sebuah komunikasi (Kerlinger, 1973). Adapun tahapan 

dalam analisis ini ialah sebagai berikut:  

1. Tahap pertama dalam analisis konten ini ialah perumusan masalah, dimana rumusan masalah 
yang menjadi keluaran dari analisis konten ini adalah faktor-faktor penyebab kumuh kawasan 
permukiman kumuh di Kelurahan Baru Ulu dengan sumber data yaitu berasal dari transkrip 
wawancara. Adapun wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Permukiman Dinas 
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Sub Bidang Penelitian infrastruktur dan 
Perekonomian Kota Balikpapan , dan Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Balikpapan.  

2. Tahap kedua yaitu penentuan unit analisis, dimana unit analisis dari penelitian ini adalah 
variabel penyebab kumuh kawasan permukiman kumuh dari hasil sintesa pustaka dan 
selanjutnya dilakukan perumusan definisi operasional untuk setiap variabel sebagaimana yang 
tercantum dalam bagian sebelumnya.  

3. Tahap ketiga, yaitu pengkodean untuk setiap narasumber penelitian pada naskah wawancara  
4. Tahap keempat yaitu finalisasi kode ke dalam sumber teks atau mengkategorikan kode ke 

dalam kelompok variabel berpengaruh/ tidak berpengaruh untuk setiap narasumber penelitian 
dapat dilihat pada pembahasan berikut: 

 
Tabel 1. Hasil Pengkodean Transkrip Wawancara Narasumber 

Variabel Kode Teks Terkonfirmasi Kesimpulan Penjelasan 

Berpengaruh Tidak  
Berpengaruh 

Kepadatan 
Penduduk 

[T1.16] [T1.17] 
[T2.6] [T3.13] 
[T3.14] 

- Berpengaruh Kepadatan penduduk yang tinggi dapat 
menimbulkan berbagai masalah seperti konflik sosial 
hingga kerusakan lingkungan hal ini didukung oleh 
pendapat Niken Fitria (2015) bahwa kepadatan 
penduduk yang tinggi pada suatu permukiman akan 
berdampak pada tidak tercukupinya fasilitas sosial, 
kesehatan dan berbagai fasilitas pendukung 
kehidupan lain serta akan menimbulkan permsalahan 
tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga 
kerja yang ada yang dapat berdampak pada 
bertambahnya jumlah pengangguran dan 
meningkatkan angka kemiskinan. 

Air Bersih [T1.2] [T1.3] 
[T1.4] [T2.1] 
[T3.6] 

- Berpengaruh Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar 
manusia. Kebutuhan akan air bersih ini juga di 
dukung oleh pemerintah melalui UU. 17 tahun 2019 
Tentang Sumber Daya Air pasal 6 (enam) bahwa 
negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi 
kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan 
yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, 
kualitas yang baik, aman, terjaga 
keberlangsungannya dan terjangkau. Menurut 
Hatuin (2017) air bersih sebagai kebutuhan vital 
manusia sehingga melalui ketersediaan air bersih ini 
dapat menjadi tolak ukur tingkat Kesehatan dan 
kesejahteraan dari hidup masyarakat. 

Jalan [T1.10] [T2.1] 
[T3.8] 

 Berpengaruh Jalan merupakan sebuah sarana yang digunakan 
masyarakat untuk melakukan mobilisasi. Hal ini 
didukung pada PP. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
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Variabel Kode Teks Terkonfirmasi Kesimpulan Penjelasan 

Berpengaruh Tidak  
Berpengaruh 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman bahwa sebuah permukiman harus 
dilengkapi dengan sarana jalan lingkungan yang 
kualitas permukaannya baik dan melayani seluruh 
lingkungan permukiman. 

Drainase [T1.6] [T2.1] 
[T3.9} 

 Berpengaruh Drainase merupakan kebutuhan pengolahan limbah 
dan termasuk prasarana dasar bagi sebuah 
permukiman. Hal ini didukung dengan PP. Nomor 14 
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman bahwa untuk mecegah 
bertumbuhnya permukiman kumuh maka 
dibutuhkan darinase dengan konstruksi yang baik 
sebagai wadah untuk mengalirkan limpasan air hujan 
agar tidak menimbulkan genangan. 

Ruang Terbuka [T1.9] [T2.1] 
[T3.7] 

 Berpengaruh Ruang terbuka merupakan kebutuhan ruang 
interaksi bagi masyarakat permukiman dan juga 
berfungsi sebagai kawasan hijau dan resapan air. Hal 
ini didukung oleh Soni Dermawan (2018) yang 
menyatakan bahwa ruang terbuka menjadi 
kebutuhan permukiman sebagai ruang publik untuk 
berinteraksi, bersosialisasi peningkatan lingkungan, 
peningkatan visual serta pengembangan ekonomi.  

Persampahan [T1.5] [T2.1] 
[T3.4] 

 Berpengaruh Sarana pengelolaan persampahan merupakan sarana 
yang dibutuhkan untuk mengelola sisa kegiatan 
sehari-hari dari setiap rumah tangga yang ada pada 
permukiman. Menurut Nomor 14 Tahun 2016 
Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman bahwa pengelolaan persamapahan 
merupakan salah satu indikator kekumuhan dimana 
kawasan permukiman di anggap kumuh jika sistem 
dan prasarana dalam  mengelola sampah tidak 
memenuhi persyaratan teknis. 

Sanitasi [T1.6] [T2.1] 
[T3.3] 

 Berpengaruh Sanitasi merupakan sarana dasar permukiman yang 
berfungsi sebagai pembuangan limbah rumah 
tangga untuk mendukung kesehatan masyarakat. 
Menurut (Cheoni et al., 1999)  sanitasi merupakan hal 
yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat 
dan merupakan salah satu persayaratan terciptanya 
rumah sehat (Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 
829/Menkes/SK/II/1999 tentang Persyaratan 
Kesehatan Perumahan) 

Tingkat 
Pendidikan 

[T2.4] [T3.9] [T1.13]  Berpengaruh Tingkat pendidikan berpengaruh karena 
pengetahuan dan prilaku masyarakat mengenai 
lingkungan bergantung pada pendidikan Menurut 
Niken Fitria (2015) pendidikan mempengaruhi kondisi 
permukiman dimana pada penelitian yang 
dilakukannya masyarakat yang tinggal pada 
permukiman kumuh dengan tingkat ringan memiliki 
tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan 
dengan masyarakat yang tinggal di permukiman 
kumuh berat. Namun menurut pendapat dari 
responden 1 [T1.13] pendidikan tidak berpenagruh 
karena menurutnya kesadaran yang tinggi dan 
kebiasaan lah yang menentukan terawat dan 
tertatanya suatu kawasan permukiman masyarakat. 

Tingkat [T1.14] [T2.2]  Berpengaruh Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan 
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Variabel Kode Teks Terkonfirmasi Kesimpulan Penjelasan 

Berpengaruh Tidak  
Berpengaruh 

Kemiskinan [T2.3] [T3.10] 
[T3.11] 

ekonomi masyarakat yang di bawah standar. 
Menurut Kaspan Eka (2017) Timbulnya permukiman 
kumuh (slum area) dipicu oleh kemiskinan yang 
menjadikan seseorang tidak mampu mencukupi 
kebutuhan dasarnya serta memiliki akses yang 
terbatas terhadap berbagai fasilitas seperti 
pendidikan, kesehatan, akses air bersih, sanitasi yang 
baik serta perumahan yang layak huni. 

Tingkat 
keamanan 

 [T1.15] 
[T2.5] 
[T3.13] 

Tidak 
Berpengaruh 

Menurut  Christiawan, 2016) salah satu yang 
mempengaruhi tingkat kekumuhan suatu 
permukiman ialah kondisi keamanan suatu 
permukiman yang dapat diukur melalui jumlah tindak 
kriminalitas yang terjadi namun berdasarkan 
wawancara yang dilakukan pada 3 narasumber 
menyatakan bahwa tingkat keamanan tidak 
berpengaruh dikarenakan tindak kejahatan 
merupakan hal yang tidak hanya terjadi pada 
permukiman kumuh saja.   

Kepemilikan 
lahan 

[T1.11] [T1.12] 
[T2.8] [T2.9] 
[T3.1] [T3.2] 

 Berpengaruh Kepemilikan lahan berpengaruh terhadap 
kekumuhan suatu permukiman dikarenakan jika 
suatu permukiman berdiri pada lahan ilegal maka 
pemerintah tidak dapat memberikan infrastruktur 
dasar penunjang permukiman sehingga akan 
menjadikan permukiman tersebut menjadi tidak 
layak huni. 

Kepadatan 
Bangunan 

[T1.8] [T2.1] 
[T3.13] [T3.14] 

 Berpengaruh Kepadatan bangunan merupakan kondisi kerapatan 
bangunan pada permukiman yang dapat 
berpengaruh pada kualitas bangunan. Menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 kondisi tingginya 
kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan 
RTR merupakan salah satu ciri dari permukiman 
kumuh. 

Kelayakan 
Bangunan 

[T1.7] [T2.1] 
[T3.15] 

 Berpengaruh Kelayakan bangunan dapat diukur berdasarkan 
jumlah bangunan yang menggunakan material tidak 
layak pada dinding, plafon, dan lantai. Menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 kondisi kelayakan 
bangunan yang tidak sesuai dengan persayaratan 
teknis merupakan salah satu ciri dari permukiman 
kumuh 

Proteksi 
Kebakaran 

[T1.7 [T2.1] 
[T3.16] 

 Berpengaruh Proteksi kebakaran merupakan salah satu indikator 
yang harus ada bagi sebuah permukiman (PP. Nomor  
14 Tahun 2016) 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 
 

3.2. Pembahasan 
Berdasarkan Tabel 1. maka diperoleh beberapa variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh 

terhadap penyebab kumuh permukiman kumuh di Kelurahan Baru Ulu berdasarkan pendapat para 
stakeholder terkait dan didukung dengan beberapa pendapat ahli dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 
Terdapat 13 variabel berpengaruh terhadap permukiman kumuh dan 1 variabel yang tidak berpengaruh 
terhadap permukiman kumuh.  

Variabel yang berpengaruh terhadap permukiman kumuh menurut para narasumber ialah air bersih. 
Air bersih merupakan kebutuhan vital manusia yang juga dijamin oleh pemerintah Indonesia melalui UU. 17 
Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Air bersih sangat menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan 
hidup manusia (Hatuin, 2017) dan hal ini di setujui oleh narasumber T1,T2 dan T3 bahwa sebagai aspek vital 
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maka air bersih memiliki pengaruh terhadap kekumuhan permukiman. Kemudian variabel yang 
berpengaruh ialah jalan. Menurut PP. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman sebuah permukiman harus dilengkapi dengan sarana jalan lingkungan yang kualitas 
permukaannya baik dan melayani seluruh lingkungan permukiman. Variabel ini juga disetujui oleh 
narasumber pada penelitian ini sebagai variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kekumuhan 
permukimann kumuh. Menurut Bapak Prihono Slamet (T3) jalan merupakan fasilitas yang akan mendukung 
mobilitas masyarakat sehingga aktifitas masyarakat sangat bergantung pada fasilitas jalan. Variabel yang 
berpengaruh pada penelitian ini ialah ruang terbuka.  

Ruang terbuka merupakan kebutuhan ruang interaksi bagi masyarakat permukiman dan juga 
berfungsi sebagai kawasan hijau dan resapan air. Hal ini didukung oleh Soni Dermawan (2018) yang 
menyatakan bahwa ruang terbuka menjadi kebutuhan permukiman sebagai ruang publik untuk 
berinteraksi, bersosialisasi peningkatan lingkungan, peningkatan visual serta pengembangan ekonomi. Hal 
ini juga disetujui oleh narasumber T1, T2 dan T3 bahwa variabel ruang terbuka dibutuhkan pada kawasan 
permukiman. Variabel persampahan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh hal ini disetujui oleh 
ketiga narasumber pada penelitian ini. Menurut Bapak Hamli Fadillah (T1) persampahan merupakan syarat 
suatu permukiman untuk menjamin kesehatan lingkungan permukiman masyarakat. Hal ini didukung oleh 
PP. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa 
pengelolaan persamapahan merupakan salah satu indikator kekumuhan dimana kawasan permukiman di 
anggap kumuh jika prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis. 

Sanitasi merupakan variabel yang menurut narasumber merupakan variabel yang berpengaruh 
terhadap kekumuhan sebuah permukiman. Menurut ibu Irma (T2) sanitasi merupakan infrastruktur dasar 
dari sebuah permukiman hal ini didukung oleh Cheon et al., (1999) bahwa sanitasi merupakan hal yang 
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan merupakan salah satu persayaratan terciptanya rumah 
sehat (Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/II/1999 tentang Persyaratan Kesehatan 
Perumahan). Tingkat kemiskinan merupakan variabel yang menurut narasumber penelitian merupakan 
variabel yang berpengaruh terhadap kekumuh sebuah permukiman. Menurut Bapak Hamli Fadillah (T1) dan 
Ibu Irma (T2) kemiskinan pada masyarakat menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk menyokong 
kebutuhan terutama pada fasilitas hunian mereka sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan 
permukiman masyarakat tersebut. Hal ini didukung oleh Kaspan Eka (2017) bahwa kemiskinan 
menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta memiliki akses yang terbatas 
terhadap berbagai fasilitas dasar mereka sehingga menyebabkan timbulnya lingkungan permukiman 
kumuh. 

Tingkat pendidikan merupakan variabel yang menurut 2 narasumber merupakan variabel yang 
berpengaruh terhadap kekumuhan sebuah permukiman. Menurut ibu Irma (T2) tingkat pendidikan 
masyarakat akan menentukan jenis pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan akan mempengaruhi tingkat 
pendapatan hingga pola masyarakat sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi hunian 
masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Bapak Hamli Fadillah (T1) tingkat pendidikan tidak 
mempengaruhi suatu kekumuhan permukiman karena tingkat kekumuhan ini dipengaruhi oleh kesadaran 
masyarakatnya sendiri yang didapatkan bukan dari pendidikan formal. Namun dua narasumber menyetujui 
variabel ini berpengaruh sehingga variabel ini dikategorikan sebagai berpengaruh. Hal ini didukung oleh 
Niken Fitria (2015) dimana pada penelitian yang dilakukannya masyarakat yang tinggal pada permukiman 
kumuh berat memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan permukiman kumuh 
dengan tingkat ringan dan sedang. 

Variabel kepemilikan lahan merupakan variabel yang menurut narasumber merupakan variabel yang 
berpengaruh terhadap kekumuhan sebuah permukiman. Menurut Bapak Prihono Slamet (T3) kepemilikan 
lahan akan mempengaruhi fasilitas permukiman dasar yag dapat diberikan pada sebuah permukiman, 
dengan kata lain permukiman yang ilegal tidak dapat diberikan fasilitas permukiman dasar dari pemerintah 
setempat. Hal ini didukung oleh Maresty Krisandriyana (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan lahan 
dan bangunan hunian berhubungan dengan tanggungjawab perawatan permukiman tersebut sehingga 
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masyarakat yang tidak memiliki kepemilikan terhadap properti rasa tanggung jawab terhadap 
perawatannya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki hak milik. Variabel kepadatan 
penduduk merupakan variabel yang menurut narasumber merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 
kekumuhan sebuah permukiman. Menurut Bapak Hamli Fadillah (T1) kepadatan penduduk yang tinggi 
dapat menimbulkan berbagai masalah seperti konflik sosial hingga kerusakan lingkungan hal ini didukung 
oleh pendapat Niken Fitria (2015) bahwa kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu permukiman akan 
berdampak pada tidak tercukupinya fasilitas sosial, kesehatan dan berbagai fasilitas pendukung kehidupan 
lain serta akan menimbulkan permsalahan tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang 
ada yang dapat berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran dan meningkatkan angka 
kemiskinan. 

Kepadatan bangunan merupakan variabel yang menurut narasumber merupakan variabel yang 
berpengaruh terhadap kekumuhan sebuah permukiman. Menurut Bapak Prihono Slamet (T3) kepadatan 
bangunan yang tinggi menyebabkan suatu permukiman rawan bencana kebakaran selain itu ruang yang 
sempit juga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 1 
Tahun 2011 dimana menyatakan bahwa kondisi kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang merupakan salah satu ciri dari permukiman kumuh. Variabel kelayakan bangunan 
merupakan variabel yang menurut narasumber merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 
kekumuhan sebuah permukiman. Menurut Bapak Prihono Slamet (T3) ketidak layakan bangunan hunian 
pada sesuatu permukiman akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang tinggal di rumah 
tersebut. Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 kondisi kelayakan bangunan yang tidak 
sesuai dengan persayaratan teknis merupakan salah satu ciri dari permukiman kumuh. Variabel proteksi 
kebakaran merupakan variabel yang menurut narasumber merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 
kekumuhan sebuah permukiman. Manurut Bapak Hamli Fadillah (T1) proteksi kebakaran merupakan sarana 
yang akan mempengaruhi sisi keamanan dan proteksi permukiman masyarakat dari bencana kebakaran 
terutama pada kawasan dengan kepadatan yang tinggi sehingga mempengaruhi kelayakan hunian. Hal ini 
didukung oleh PP. Nomor  14 Tahun 2016 dimana menyatakan bahwa proteksi kebakaran merupakan salah 
satu indikator yang harus ada bagi sebuah permukiman sedangkan variabel yang tidak berpengaruh 
terhadap permukiman kumuh menurut narasumber ialah tingkat keamanan. Menurut  Christiawan (2016) 
salah satu yang mempengaruhi tingkat kekumuhan suatu permukiman ialah kondisi keamanan suatu 
permukiman yang dapat diukur melalui jumlah tindak kriminalitas yang terjadi namun berdasarkan 
wawancara yang dilakukan pada 3 narasumber menyatakan bahwa tingkat keamanan tidak berpengaruh 
dikarenakan tindak kejahatan merupakan hal yang tidak hanya terjadi pada permukiman kumuh saja.  
Sehingga dari hasil pengkodean terhadap narasumber T1, T2, dan T3, selanjutnya disimpulkan faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap penyebab kumuh kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Baru Ulu ialah air 
bersih, jalan, ruang terbuka, persampahan, sanitasi, tingkat kemisikinan, tingkat pendidikan, kepemilikan 
lahan, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kelayakan bangunan proteksi kebakaran serta drainase. 
Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap permukiman kumuh menurut narasumber ialah 
tingkat keamanan. 

Faktor-faktor hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian lain yang telah dilakukan 
sebelumnya pada lokasi studi dengan kraktiristik yang sama. Aguspriyanti dkk (2020) dalam penelitiannya 
pada kawasan permukiman kumuh di Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau diperoleh bahwa faktor penyebab 
kumuh ialah akses yang masih terbatas, kondisi jalan permukiman yang buruk, bangunan dengan 
kepadatan yang tinggi, pola penataan rumah yang tidak teratur, bangunan dengan kualitas yang rendah, 
jaringan sanitasi dan drainase yang ketersediaannya masih minim serta tidak terdapat pengelolaan sampah 
yang terintegrasi. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Robichin dkk (2019) yang dilakukan 
pada kawasan pesisir Kelurahan Tallo faktor penyebab kumuh ialah faktor lingkungan yang meliputi kondisi 
bangunan hunian, drainase, ketersediaan air bersih, jalan lingkungan, proteksi kebakaran, pengelolaan 
limbah dan persampahan, faktor sosial serta faktor ekonomi yang meliputi kepemilikan lahan dan 
bangunan dan pendapatan setiap rumah tangga. 
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4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis konten terdapat 13 variabel berpengaruh terhadap permukiman kunuh dan 

1 variabel yang tidak berpengaruh terhadap permukiman kumuh. Variabel yang berpengaruh terhadap 
permukiman kumuh menurut para narasumber ialah air bersih, jalan, ruang terbuka, persampahan, 
sanitasi, tingkat kemisikinan, tingkat pendidikan, kepemilikan lahan, kepadatan penduduk, kepadatan 
bangunan, kelayakan bangunan proteksi kebakaran serta drainase. Sedangkan variabel yang tidak 
berpengaruh terhadap permukiman kumuh menurut narasumber ialah tingkat keamanan. Sehingga 
berdasarkan factor-faktor yang timbul dalam penelitian ini perlu adanya komitemen dari pemerintah 
setempat dalam mengentas permukiman kumuh. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat setempat 
untuk menjaga lingkungan tempat mereka tinggal dan mau mendukung program perbaikan dari 
pemerintah terkait pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Baru Ulu. 
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